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THROUGH NON-PENAL SETTLEMENT IN THE JURISDICTION OF THE 

POLICE RESORT OF JAMBI CITY. 
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Abstrak   

Terkait kebutuhan hidup, manusia akan melakukan berbagai cara untuk mencapai 

tujuannya. Apalagi jika dikaitkan dengan masalah ekonomi tentunya tidak akan 

terlepas dari namanya kejahatan ketika tidak mampu melakukan dengan cara yang 

benar termasuk melakukan tindak pidana pencurian. Seperti halnya kasus 

pencurian tanaman hias yang sering terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penulis mengangkat penelitian yang berjudul UPAYA PENANGGULANGAN 

TINDAK PIDANA PENCURIAN TANAMAN HIAS MELALUI 

PENYELESAIAN NONPENAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN 

RESORT KOTA JAMBI. Terkait penelitian ini penulis akan menjelaskan upaya 

penanggulangan tindak pidana pencurian tanaman hias, serta upaya untuk 

mengatasi kendala terkait penanggulangan tindak pidana pencurian tanaman hias.  

Kata kunci: Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian tanaman hias, 

pengatasian kendala terkait penanggulangan tindak pidana pencurian tanaman 

hias. 

 

 

Abstract 

Regarding the necessities of life, humans will do various ways to achieve their 

goals. Moreover, if it is associated with economic problems, of course, it will not 

be separated from the name of crime when it is not able to do it the right way, 

including committing the crime of theft. Like the case of theft of ornamental plants 
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that often occur. Based on this background, the author raises a research entitled 

EFFORTS TO COLLECT THE CRIMINAL ACTION OF THE 

ORGANIZATIONAL PLANTS THROUGH NON-PENAL SETTLEMENT IN 

THE POLICE RESORT OF JAMBI CITY JURISDICTION. Related to this 

research, the author will explain the efforts to overcome the criminal act of theft of 

ornamental plants, as well as efforts to overcome obstacles related to the 

prevention of criminal acts of theft of ornamental plants. 

Keywords: Efforts to overcome the criminal act of theft of ornamental plants, 

overcoming obstacles related to the prevention of criminal acts of theft of 

ornamental plants. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Tindak pidana pencurian sekarang ini sudah sering dilakukan oleh pelaku 

tindak kejahatan. Motif yang biasanya timbul dari pelaku tindak pidana pencurian 

dalam melakukan pencurian biasanya di dorong oleh keadaan ekonomi yang 

mendesak sehingga demi mempertahankan hidupnya pelaku tindak pidana 

pencurian tersebut rela melakukan pencurian. 

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat 

dengan target berupa bangunan, seperti kantor, tempat umum atau pekarangan 

rumah yang berisikan tanaman hias. Pencurian yang terjadi menimbulkan rasa 

khawatir kepada masyarakat kota jambi yang kerap terjadi belakangan ini seperti 

pencurian tanaman hias yang disebabkan oleh beberapa hal yang melatarbelakangi 

pelaku tindak pidana pencurian adalah dari faktor ekonomi dan sosial, rendahnya 

tingkat pendidikan, meningkatnya penggangguran, kurangnya kesadaran hukum, 

serta lingkungan kehidupan yang tidak baik yang menjadikan pengaruh buruk. 

Kasus tindak pidana pencurian tanaman hias di Kota Jambi merupakan kasus 

yang terjadi pertama kalinya. Kejadian terjadi pada masa Covid-19 yang mana 

banyak masyarakat yang di anjurkan untuk tidak keluar rumah agar tidak 

menyebarkan virus, hal itulah yang menyebabkan banyak masyarakat yang 

khususnya tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi harus di tuntut untuk tidak 
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keluar rumah untuk mencari pekerjaan sehingga demi mempertahankan hidupnya 

rela melakukan tindak pidana pencurian tanaman hias untuk dijual kembali. Kasus 

tindak pidana pencurian tanaman hias bisa dikatakan kasus musiman yang hanya 

terjadi pada saat-saat tertentu saja misalnya pada musim tanaman hias sehingga 

banyak masyarakat yang mempunyai keinginan merawat tanaman hias untuk 

dijadikan hiasan di pekarangan rumah. 

Orang-orang yang terlibat pada kasus tindak pidana pencurian tanaman hias 

kebanyakan ibu-ibu karena kebanyakan dari mereka meiliki ketertarikan pada 

tanaman hias selain karena bentuknya yang indah dan bisa juga dijadikan sebagai 

usaha untuk diperjualbelikan. 

Tindak pidana pencurian tanaman hias bisa terjadi karena kelalaian oleh 

pemilik tanaman hias tersebut, kebanyakan dari mereka meletakan tanaman hias 

tersebut di pekarangan rumah yang tidak memiliki pagarnya. Sehingga karena 

bentuknya yang indah dan banyak diminati maka timbulah niat untuk melakukan 

tindak pidana pencurian. 

Tindak pidana pencurian tanaman hias terjadi pada pertengahan tahun 2020 

di Kota Jambi awal mula terjadinya pada masa Covid-19 yang mana masyarakat di 

anjurkan untuk tidak keluar rumah. 

Tindak pidana pencurian tanaman hias terjadi di Kota Jambi di daerah 

Kenali asam bawah banyak masyarakat yang di buat khawatir oleh kejadian 

tersebut dimana dalam sehari bisa 2 atau 3 jenis tanaman hias yang hilang. 
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Mengingat kasus pencurian tanaman hias termasuk pencurian ringan yang 

kerugian di bawah 2.500.000 diselesaikan melalui penyelesaian nonpenal dengan 

mediasi oleh Kepolisian Resort Kota Jambi maka di perlukan Mediator untuk 

menentukan jadwal pertemuaan keduabelah pihak. 

Dengan demikian, penggunaan kebijakan nonpenal dalam mengatasi tindak 

pidana pencurian tanaman hias merupakan jenis tindak pidana ringan karena sesuai 

dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 

tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (2). Tindak pidana pencurian ringan 

yang diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah 

kualifikasi yang diberikan oleh undang-undang  terhadap tindak pidana pencurian 

dengan batas kerugian tertentu yang di nilai ringan.1 

Maka dari itu kami telah melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kota 

Jambi dalam Upaya penangulangan tindak pidana pencurian tanaman hias di 

wilayah resort kota Jambi dengan memperoleh data dalam 2 tahun trakhir 

mengalami penurunan. Pada tahun 2020 terdapat 5 kasus, pada tahun 2021 

terdapat 2 kasus tindak pidana pencurian tanaman hias. Pada saat ini, hukum 

pidana menetapkan bahwa hukuman dan denda pidana akan dijatuhkan kepada 

mereka yang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan ringan. 

 
1Dwi Hananta, Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan, Mondar 

Maju, hlm 20. 
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Upaya penangulangan yang dilakukan oleh Kepolisian resort kota Jambi 

dengan menggunakan Nonpenal. Nonpenal merupakan kebijakan penanggulangan 

kejahatan yang paling strategis karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya 

tindak pidana. Sarana nonpenal adalah menangani dan menghapuskan faktor-

faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Tetapi 

mengingat kejadian tindak pidana pencurian tanaman hias telah terjadi maka di 

perlukan juga penanggulangan kejahatan secara penal yaitu bentuk 

penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah 

terjadinya suatu tindak pidana.  

Adapun kendala yang di hadapi oleh Kepolisian Resort Kota Jambi 

kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar, kurangnya partisipasinya 

masyarakat terlebih dalam upaya nonpenal yang dilakukan oleh Kepolisian Resort 

kota Jambi dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian tanaman hias 

misalnya dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. 

Bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian resort kota Jambi dalam 

mengatasi kendala terjadinya tindak pidana pencurian tanaman hias, upaya 

nonpenal yang dilakukan Kepolisian resort kota Jambi berupa melakukan 

kerjasama terhadap tokoh-tokoh masyarakat agar tetap melakukan komunikasi 

terhadapa warga jika terdapat tindak pidana pencurian tanaman hias agar segera 

melapor ke Kepolisian resort kota Jambi dan juga pihak Kepolisian resort kota 

Jambi tetap melakukan patrol rutin yang menjaga keamanan wilayah khususnya 

Kota Jambi. 
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Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan subtantif maka kami tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dan memasukkannya ke dalam skripsi kami yang 

berjudul UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN 

TANAMAN HIAS MELALUI PENYELESAIAN NONPENAL DI WILAYAH 

HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI. 

 

B. PERMASALAHAN 

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan untuk dikaji kejelasan, 

yaitu : 

1. Apakah upaya yang dilakukan dalam menanggulangi Tindak Pidana 

pencurian tanaman hias di wilayah hukum kepolisian resort kota Jambi ? 

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam menanggulangi Tindak Pidana 

pencurian tanaman hias di wilayah hukum kepolisian resort kota Jambi? 

3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

menanggulangi tindak pidana pencurian tanaman hias di wilayah hukum 

kepolisian resort kota Jambi? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN DAN PENULISAN 

a. Tujuan penelitian : 

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Tindak Pidana pencurian 

tanaman hias melalui penyelesaian nonpenal di wilayah hukum 

kepolisian resort kota Jambi. 
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2. Untuk memahami kendala yang terjadi dalam upaya penanggulangan 

tindak pidana pencurian tanaman hias melalui penyelesaian nonpenal 

di wilayah hukum kepolisian resort kota Jambi.  

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi 

dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian tanaman hias 

melalui penyelesaian nonpenal di wilayah hukum kepolisian resort 

kota Jambi. 

b. Tujuan penulisan : 

1. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian 

studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas 

Batanghari Jambi. 

2. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin ilmu 

hukum pidana pada umumnya dan khususnya upaya penanggulangan 

tindak pidana pencurian tanaman hias melalui penyelesaian nonpenal 

di wilayah hukum kepolisian resort kota Jambi. 

3. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas 

Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang 

membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat 

dipergunakan untuk mewujudkan penanggulangan tindak pidana yang 

lebih baik di masa yang akan datang. 
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D. KERANGKA KONSEPTUAL/DEFINISI OPERASIONAL 

Untuk menghindari kesalahan dan pemahaman, terlebih dahulu akan 

disampaikan konsepsi-konsepsi makna yang terkandung dalam judul proposal ini 

yaitu : 

1. Upaya penangulangan 

Upaya penanggulangan adalah kegiatan pencegah sebelum terjadi dan 

memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara 

(Lembaga pemasyarakatan).2 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di 

simpulkan bahwa pengertian penanggulangan adalah usaha yang digunakan 

sebelum dan sesudah terjadinya suatu perbuatan yang bersifat melawan 

hukum. Secara umum, usaha penanggulangan kejahatan pada dasarnya 

meliputi : 

a. Preventif dalam arti yang seluas-Iuasnya, yang meliputi usaha-usaha 

preventif dan regresif. 

b. Preventif kejahatan melalui pembinaaan organisasi dalam tubuh 

masyarakat sendiri. 

c. Penanggulangan kejahatan yang baik harus meliputi usaha-usaha 

reformasi dan preventif. 

d. Adanya kegiatan pengawasan dan patroli yang tertib dan terarah. 

e. Usaha penanggulangan sebaik-baiknya harus didukung oleh segenap 

fungsional hukum yakni sistem dan organisasi kepolisian yang baik, 

 
2Abintoro Prakoso, Sosiologi Hukum, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2017, hlm 244. 
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system peradilan yang efektif, pembuat undang-undang yang cakap 

(dapat mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang berwibawa dan di 

patuhi serta dapat mengikuti perkembangan masyarakat).3 

 

2. Tindak pidana pencurian 

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan 

individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini 

termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar 

“curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga 

membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, 

perbuatan cara mencuri dilaksanakan.4 Pencurian adalah suatu perbuatan 

yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama 

masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya 

pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang 

pencurian terjadi karena banyak kesempatan.  

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah 

suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang 

tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat 

 
3Hermansyah, Adi. “ Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia “, 

Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 15, No.2 (2013): 13-19 
4Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU 

Press,Medan,1994.Hal.8 
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dilihat dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi 

sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruh atau 

sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki 

barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan 

hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-

banyaknya Rp.900,- 

 

3. Tanaman hias 

Tanaman hias adalah tanaman bunga yang berbentuk unik dan khas 

yang digunakan sebagai dekorasi atau hiasan, baik di dalam maupun diluar 

ruangan untuk memperindah, mempercantik serta memiliki nilai lebih dari 

tanaman lainnya.  

Tanaman hias merupakan bidang hortikultura yg berhubungan dengan 

bunga potong, tanaman hias pot, tanaman hias bedeng, tanaman hias daun 

atau sering disebut juga sebagai Floriculture, foliageculture. Aspek kajian 

termasuk pula produksi, pengangkutan, dan pemasaran tanaman  hias  adalah  

tanaman bunga-bungaan  atau  segala bentuk tanaman yg menghasilkan bung 

(organ generatif). Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan 

keberadaban manusia, tanaman hias diartikan sebagai segala jenis tanaman 

yg memiliki nilai hias (bunga, batang, tajuk, cabang, daun, akar, aroma) yg 

menimbulkan kesan indah (artistik) atau kesan seni.  
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Pada mulanya  bunga potong ditujukan utk kuntum bunga  (organ  

generatif) beserta tangkainya atau sedikit cabang (terlepas dari tanaman 

induknya) yg dimanfaatkan sbg bahan  hiasan  maupun  kegunaan  yg  lebih  

luas  lainnya.5 

 

4. Penyelesaiaan nonpenal 

Penyelesaian nonpenal adalah penyelesaian yang dilakukan (bukan/di 

luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal 

lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ 

pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.6  

Menurut pandangan politik kriminal non penal policy merupakan 

kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat 

pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah 

menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan 

terjadinya suatu tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan 

lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya 

kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif 

penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, 

berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara 

langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan 

 
5https://docplayer.info/51994285-Pengertian-tanaman-hias.html 
6Abintoro prakoso, Op. Cit, hlm 156. 
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demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka 

upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari 

keseluruhan upaya politik kriminal. 

 

5. Wilayah hukum 

Daerah atau tempat berlakunya sebuah undang-undang yang 

berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari bahasa latin ius, luris artinya 

hukum.7 

 

6. Kepolisian Resort 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebuah institusi yang 

berdiri sendiri dan berkedudukan langsung di bawah Presiden Republik 

Indonesia. Tugas pokok kepolisian adalah menegakkan hukum sebagaimana 

yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi fungsi 

kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

 

 
7Wikipedia, ”Pengertian Wilayah Hukum”, Diakses dari http://id.m.wikipedia.org, pada 

tanggal 14 Desember 2020 pukul 23:06 

http://id.m.wikipedia.org/
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E. LANDASAN TEORITIS 

Landasan teoritis adalah penggunaan teori yang menjadi dasar analisis setiap 

permasalahan penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas dalam 

penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang 

dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun 

teoritis digunakan adalah Teori kebijakan nonpenal dan teori penanggulangan 

kejahatan.  

1. Teori kebijakan nonpenal 

Jalur non penal pada hakikatnya diarahkan pada upaya preventif 

(pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi.8 

Upaya non penal juga mencakup kebijakan sosial makro yang diarahkan 

pada upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan di satu sisi dan 

menghilangkan atau mengurangi faktor kriminal bagi munculnya perilaku 

buruk di sisi lain. Selain itu, perlu ditingkatkan peran serta masyarakat baik 

melalui lembaga formal maupun informal dalam pencegahan kejahatan. 

Kebijakan hukum pidana digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, 

terutama untuk meminimalisir kejahatan. Oleh karena itu, setiap negara telah 

banyak melakukan upaya untuk meminimalisir kejahatan dan salah satu cara 

untuk meminimalisir kejahatan adalah melalui kebijakan hukum pidana atau 

politik hukum pidana. 

 
8Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 

2011, hlm 180. 
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2. Teori penanggulangan kejahatan 

Secara teori, pencegahan kejahatan terus dilakukan oleh pemerintah 

dan masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dibuat dengan terus 

mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. 

Teori pencegahan kejahatan adalah suatu kebijakan untuk mencegah 

dan menanggulangi kejahatan, termasuk bidang “criminal policy”. Kebijakan 

peradilan pidana ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang lebih luas, 

yaitu politik, yang terdiri dari “kebijakan/upaya kesejahteraan sosial untuk 

melindungi masyarakat. 

Pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan terpadu, 

yaitu keseimbangan antara sarana pidana dan non pidana. Dan dari sudut 

politik kriminal, jalur yang paling strategis adalah melalui jalur non 

kriminal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan peradilan 

pidana memiliki keterbatasan dan kelemahan. 

Jika kejahatan akan digunakan untuk sarana pencegahan kejahatan dan 

pencapaian tujuan kriminal, maka harus memperhatikan pendekatan 

humanistik, artinya hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar tidak hanya 

memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan tetapi juga harus mampu untuk 
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meningkatkan kesadaran pelanggar tentang nilai-nilai kemanusiaan dan 

nilai-nilai kehidupan sosial.9 

Menurut Barda Nawawi Arif yang dikutip dari Ray Pratama Siadari 

bahwa : 

Upaya atau kebijakan untuk mencegah dan memberantas kejahatan, 

termasuk kebijakan peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana ini 

sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang lebih luas, yaitu 

kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya perlindungan 

masyarakat.10 

 

F. METODE PENELITIAN 

Metode adalah cara yang terorganisir dan dipikirkan dengan baik untuk 

mencapai tujuan tertentu. Sedangkan “Penelitian” adalah kegiatan mencari, 

mencatat, merumuskan dan menganalisis untuk membangun suatu laporan.11 Agar 

penulisan skripsi ini mencapai kebenaran yang di inginkan secara ilmiah dan 

objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis 

yang mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas. 

 

 
9Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Kriminal, Bandung, Alumni 

Bandung, 1992. 
10Ray Pratama Siadari, Upaya Penanggulangan Kejahatan, Mahasiswa Hukum Tata Negara 

Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Sekretaris Unit Sistem Informasi dan Manajemen 

(SIM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, www. Raypratamasiadari. Blogspot.com, 12 

Februari 2012, Diakses tanggal 10 Desember 2018  
11H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

Dan Disertai, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 8.  
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1. Tipe penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum 

empiris. Penelitian yuridis empiris atau (socio-legal research) yang 

merupakan model pendekatan lain dalam penelitian hukum sebagai objek 

penelitian, dalam meneliti ini tidak hanya dilihat sebagai disiplin preskriptif 

dan terapan belaka tetapi juga merupakan realitas empiris atau yuridis.12 

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, jenis penelitian hukum 

sosiologis atau empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah 

data mentah. Data primer adalah data dari masyarakat atau orang-orang yang 

terlibat langsung dalam pertanyaan penelitian.13  

Data asli diperoleh langsung dari sumbernya, diamati terlebih dahulu 

dan dicatat. Dalam penelitian ini, data awal diperoleh dari lapangan berupa 

observasi langsung atau wawancara. 

 

2. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian sosio-legal digunakan dalam penelitian ini. 

Penelitian hukum sosial menempatkan hukum hanya sebagai fenomena 

sosial. Dalam hal ini, hukum hanya terlihat dari luar. Oleh karena itu, dalam 

penelitian sosio-hukum, hukum selalu dikaitkan dengan masalah-masalah 

 
12Banakar, Reza and Max Traves (editor). Theory and Method in Socio-Legal Research : A 

Series published for The ONATI institute for the sociology of law (Oxford and Portland Oregon : 

Hart Publishing, 2005), hlm 25.     
13I Made Pasek Dintha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori 

Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 103. 
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sosial. Penelitian tersebut merupakan studi tentang perilaku individu atau 

masyarakat terhadap hukum.14 

 

3. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah penggunaan data primer dan 

data sekunder yang diterapkan dalam skripsi ini adalah : 

a. Penelitian kepustakaan 

Penelitian untuk memperoleh data sekunder yang meliputi : 

1. bahan hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan 

yang memiliki hubungan erat  dengan objek penelitian. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan teks-teks ilmiah 

resmi yang memiliki kaitan dengan objek penelitian yang akan 

diteliti. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan tentang 

perangkat hukum dasar dan sekunder dari kamus, ensiklopedi, 

majalah, surat kabar dan sebagainya. 

b. Penelitian lapangan 

Studi lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. 

Data primer diperoleh dari data lapangan, data lapangan diperoleh dari 

responden, dan responden adalah individu atau masyarakat yang 

menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti. 

 
14H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit, hlm 20. 
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4. Teknik pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Pendekatan awal pengumpulan data melalui wawancara. Artinya 

dalam wawancara peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan yang akan 

diajukan terlebih dahulu, karena peneliti tidak terikat oleh aturan yang ketat. 

Ini adalah penelitian kualitatif. Sistem wawancara yang kami gunakan 

adalah pertanyaan terbuka atau open ended, yang menggambarkan pilihan 

responden untuk menjawab pertanyaan, sehingga mereka dapat memberikan 

jawaban atau jawaban yang bebas dan terbuka atas pertanyaan-pertanyaan 

tersebut. Pengumpulan data berupa wawancara yang kami lakukan yaitu 

Penyidik Kepolisian Resort Kota Jambi, korban dan masyarakat yang di 

sekitar tempat kejadian. 

b. Studi dokumen 

Studi dokumen adalah pencarian data tentang masalah yang 

berhubungan dengan penelitian dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, keterangan, agenda, dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini, kumpulan dokumen terkait upaya 

penanggulangan tindak pidana pencurian tanaman hias melalui penyelesaian 

non penal di wilayah hukum Polresta Jambi berupa dokumen kearsipan, 
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berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan formal yang 

dapat mendukung penelitian ini. 

 

5. Teknik penentuan sampel 

Metode seleksi dalam tugas  akhir ini adalah Purposive sampling. 

Purposive sampling adalah pemilihan yang dilakukan atas dasar pendapat 

subjektif/penelitian, sehingga dalam hal ini penelitian menentukan 

responden mana yang mewakili populasi.15  

Artinya dalam hal ini orang-orang yang dijadikan sampel dan yang 

akan diwawancarai nantinya adalah orang yang mempunyai kewenangan dan 

memahami terhadap permasalahan antara lain, Kepolisian Resort Kota 

Jambi, korban dan masyarakat di sekitar tempat kejadian. 

 

6. Analisis data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan 

angka-angka tetapi memberikan gambaran atau deskripsi verbal dari temuan, 

dan karena lebih mengutamakan kualitas dan kualitas daripada kuantitas. 

Data primer yang diperoleh dari kerja lapangan kemudian 

dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan menjadi bagian-bagian 

tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini 

 
15Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm  91. 
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menggunakan metode deskriptif dengan mendeskripsikan masalah dalam 

bentuk deskripsi kalimat yang dipisahkan dengan klasifikasi. 
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G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana setiap bab dibagi menjadi sub-

bab dan setiap bab dirinci menjadi sub-bagian tergantung kebutuhan, susunannya 

digambarkan sebagai berikut : 

Bab pertama, yaitu Pendahuluan, terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub 

bab latar belakang, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan 

penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab tentang 

metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab ini 

dimaksudkan sebagai kerangka teori untuk memudahkan penulisan skripsi ini. 

Bab kedua tinjauan umum tentang Tindak Pidana, yang diuraikan dalam 

empat sub bab, yaitu Bab yang membahas tentang pengertian Tindak Pidana, Sub 

Bab yang membahas tentang unsur - unsur Tindak Pidana, sub bab penyebab 

terjadinya tindak pidana dan sub bab penegakan hukum tindak pidana. 

Bab ketiga tentang tindak pidana pencurian ringan, Dalam bab ini 

diuraikan tiga sub bab, yaitu sub bab tentang pengertian tindak pidana pencurian 

ringan, sub bab unsur-unsur tindak pidana pencurian ringan, dan sub bab pasal-

pasal tindak pidana pencurian ringan. 

Bab keempat Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian tanaman 

hias melalui penyelesaian nonpenal di wilayah hukum kepolisian resort kota 

Jambi dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab upaya 

penanggulangan tindak pidana pencurian tanaman hias melalui penyelesaian 

nonpenal di wilayah hukum kepolisian resort Kota Jambi sekarang ini, sub bab 



21 
 

 
 

kendala-kendala yang terjadi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak 

pidana pencurian tanaman hias melalui penyelesaian nonpenal di wilayah hukum 

kepolisian resort Kota Jambi dan sub bab bagaimana upaya yang dilakukan dalam 

mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencurian tanaman hias 

melalui penyelesaian nonpenal di wilayah hukum kepolisian resort kota Jambi. 

Bab kelima penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri 

dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA UTAMA TENTANG TINDAK PIDANA  

 

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA 

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia 

untuk istilah bahasa Belanda “Strafbaarfeit” atau “Delict” untuk terjemahan itu 

dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan 

beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dala peraturan tertulis yang penulis 

jumpai antara lain : 

1.  Perbuatan yang dapat dihukum  

2.  Perbuatan yang boleh dihukum  

3.  Peristiwa pidana 

4.  Pelanggaran pidana  

5.  Perbuatan pidana.16 

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di 

atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah 

mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan 

memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. 

Pendapat para sarjana tentang pengertian tinda pidana yaitu : 

 

 
16E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni 

AHMPTHM, Jakarta, 1992, hlm. 187 
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D. Simons Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh 

Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, 

yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab”.17 

 Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsu-unsur dari 

perbuatan pidana sebagai berikut :  

a.   Perbuatan manusia  

b.   Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederechttelijk)  

c.   Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang  

d.   Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab  

e.   Perbutan itu terjadi karena kesalahan pembuat. 

 Va Hamel Tentang perumusan “Strafbaarfeit” itu sarjana ini sependapat 

dengan Simons hanya ia menambahkan: “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat 

yang dapat dihukum”18 

 Moeljatno, mengartikan istilah “Strafbaarfeit” sebagai “Perbutan pidana”. 

Pengerian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam 

pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-

betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau 

menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh 

masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur 

formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat 

 
17Ibid.  
18Ibid.  
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bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan 

pendek, sifat melawan hukum.19 

 R. Tresna, mengartikan istilah “Starfbaarfeit” sebagai “Peristiwa pidana”. 

Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian 

perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan 

lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman.20 

 Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “Strafbaarfeit” sebagai 

“Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek 

tinda pidana”.21 

 Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum 

tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang 

dan pelakunya tidak dianca pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang 

merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya 

untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan 

menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan 

mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana 

dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai 

berikut: “Nullum delictum nulla poena lege previa poenali” yaitu azas yang 

 
19Moejatno, Azas-azas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56  
20Ibid, halaman 30.  
21R. Tresna, Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana 

Yang Penting, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm. 27  
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menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu 

oleh undang-undang. 

 Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering jumpai istilah kejahatan. 

Pernyataan kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan 

dengan kaedah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaedah 

merupakan kejahatan. Contoh seseorang yang melempar Koran bekas ke kebun 

belakang tetangga, seharusnya ia memberikan kepada tukang sampah atau 

meletakkan di tempat sampah, hal ini tidak sopan mengganggu tetangga 

(melanggar kaedah) dan ini bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan sebagai 

kenakalan yang termuat dalam Pasal 489 KUHP : 

1. Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, 

kerugian atau kerusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas 

ribu rupiah,  

2.  Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum 

adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, 

denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari. 

 Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau 

tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang 

sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.22 

 
22Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Jakarta, 1996, hlm. 

50. 
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 Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan pembahasan tentang 

perumusan delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu : 

a. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada 

setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan 

hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu 

delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melwan hukum itu, 

sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum 

itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melwan hukum harus 

diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang.  

b. Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik 

dianggap ada unsur bersifat melwan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini 

berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan 

kesadaran masyarakat. 

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan 

dari Strafbaarfeit oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian 

pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan Strafbaarfeit 

menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata 

“perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (eendoen) merupakan pengertian dari 

handeing (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, 

karena dengan demikian Strafbaarfeit berarti perbuatan yang dilarang da diancam 

dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan Strafbaarfeit juga 
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termaksud “het nalaten” (melalaikan). Jadi diartikan sebagai Strafbaarfeit 

disamping perbuatan (eendoen) juga berarti melalaikan (het nalaten).23 

Yang dapat melakukan Strafbaarfeit adalah manusia, sedangkan hewan tidak 

dapat dianggap sebagai subjek dalam Strafbaarfeit, ketentuan ini dapat dilihat dari: 

1. Cara merumuskan Strafbaarfeit yaitu degan kata-kata “barang siapa…“ Dari 

rumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang 

siapa” hanya manusia.  

2. Hukuman yang dijatuhkan seperti :  

 a. Pidana pokok  

1. Pidana mati,  

2. Pidana penjara  

3. Pidana kurungan  

4. Pidana denda  

b.  Pidana tambahan, yaitu :  

1. Pencabutan hak-hak tertentu  

2. Perampasan barang-barang tertetu  

3. Pengumuman putusan hakim 

3. Hukum pidana yang berlaku ini disandarkan pada kesalahan orang 

Di dalam ajaran kesalahan yang dianggap dapat membuat kesalahan hanya 

manusia, yaitu berupa kesalahan individual.  

 
23Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa 

Tahun, hlm. 75 
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Badan hukum bukan subjek hukum dalam arti hukum pidana, tetapi badan 

hukum dapat melakukan Strafbaarfeit dalam lapangan hukum fiskal. Ada beberapa 

sarjana menganjurkan agar badan hukum dapat dianggap sebagai subjek dalam 

Strafbaarfeit, namun hukumannya dianjurkan supaya ini merupakan denda saja. 

Demikian pada perinsipnya bahwa setiap perumusan Strafbaarfeit yang 

digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut 

adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan 

tersebut mempunyai akibat dan akibat ini pun dilarang oleh hukum. Untuk dapat 

dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan 

dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan 

atau sikap batin yang dapat dicela,24 yang dalam hukum pidana dikenal sebagai 

azas hukum yang tidak tertulis yaitu “Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe” 

(tidak dapat di pidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam azas ini mengandung 

tiga unsur untuk dapat dikatakan salah, yaitu : 

1.  Kemampuan bertanggung jawab; 

2.  Adanya keadaan batin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk 

kesengajaan (opzet) atau kealpaan; 

3.  Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas 

perbuatan. 

 

 

 
24Moejatno, Op. Cit, hlm. 57  
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B. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA 

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut 

pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-

undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin 

dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak 

pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal 

perundang-undangan yang ada.25 

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis Berdasarkan rumusan 

tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah 

perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang 

melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan 

unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang 

berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), 

dipertangungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur 

tindak pidana yaitu :26 

 Ke-1 Subjek  

 Ke-2 Kesalahan  

 Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)  

 
25Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78  
26E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, Op. Cit, hlm. 211. 
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 Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan 

terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya 

diancam dengan pidana:  

 Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).  

 Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan 

menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :27 

1.  Melawan hukum  

2.  Merugikan masyarakat  

3.  Dilarang oleh aturan pidana 

4.  Pelakunya diancam dengan pidana. 

 Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukan unsur-unsur 

tindak pidana sebagai berikut:28 

1.  Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dmaksudkan tidak 

saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet doen” 

(melalaikan atau tidak berbuat)  

2.  Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk)  

3.  Perbuatan itu diancam pidana (Strafbaarfeit Gesteld) oleh UU  

4.  Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab 

(toerekeningsvatbaar).  

5.  Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan. 

 
27K. Wantjik Saleh, Kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998  
28Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1983, hlm. 26-27. 
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b.  Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang Buku II KUHP 

memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam 

kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur 

yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, 

walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan 

melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak 

dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur 

kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan 

unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan 

secara khusus untuk rumusan tertentu. 

   Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka 

dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu: 

1.  Unsur tingkah laku  

2.  Unsur melawan hukum  

3.  Unsur kesalahan  

4.  Unsur akibat konsttutif  

5.  Unsur keadaan yang menyertai  

6.  Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana  

7.  Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana  

8.  Unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana. 
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C. PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA 

 Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat 

dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam buku III. 

Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan.  

 Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya 

suatu pidana, dapat dikatagorikan sebaga berikut :29 

1.  Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab 

utama (basic causa) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga 

mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun 

egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup 

konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan 

harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, 

pengangguran. 

2.  Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, 

pengaruh bencana, film dan televisi. 

3.  Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan 

terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari 

kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan 

berkurang semakin basah dan panas iklimnya  

4.  Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, 

alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia. 

 
29Stepen Huwitz, Kriminologi, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 86  
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 Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi 

tindak pidana, antara lain : 

a.  Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran.  

b.  Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi 

perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana. 

c.  Adanya demonstration effects, yaitu kecenderungan masyarakat untuk 

memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang 

berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah. 

d.  Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana. 

e.  Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat 

yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat. 

f.  Kurangnya penddikan tentang moral. 

g.  Penyakit kejiwaan. 

 Sementara secara sederhana, dalam dunia krminalitas dikenal dua faktor 

penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling 

mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana. 
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D. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA 

 Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, 

ide, cita yang cukup, abstrak yang menjadi tujuan hukum. Menurut Soerjono 

Soekanto, secara konsepsional inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada :30 

 “Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindakan sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.” 

 Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal 

yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial. Kemudian 

kebijakan ini diimplementasikan ke dalam peradilan pidana. Menurut Muladi :31 

 “Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Disatu 

pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan 

kejahatan pada tingkatan tertentu, dilain pihak sistem peradilan pidana juga 

berfungsi untuk pencegahan sekunder yaitu mencoba mengurangi kriminalitas 

dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang 

bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan 

pelaksanaan pidana.” 

 
30Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, 

Yogyakarta, 2009, hlm. 7.  
31Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, 

hlm. 21-22.  
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 Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan sub-

sistemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar dapat 

mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efesiensi dan 

efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efesiensi maupun efektivitasnya 

penegakan hukum sangat bergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :32 

a.  Infrasturktur pendukung sarana dan prasarana;  

b.  Profesional aparat penegak hukum;  

c.  Budaya hukum masyarakat. 

 Pemahaman di atas menegaskan bahwa proses bekerjanya peradilan pidana 

baru dapat terbentuk sebagai suatu proses yang sistematis apabila ada pemahaman 

yang sama diantara komponen-komponen peradilan pidana dengan tujuan sistem 

peradilan pidana. Apabila tidak tercipta pemahaman yang sama diantara 

komponen peradilan pidana berpotensi akan terfragmentasi dan berjalan sendiri-

sendiri, sehingga akan menyebabkan penegakan hukum dengan menggunakan 

sistem ini tidak akan berhasil dengan baik.  

 Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat 

ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas materil substansial. 

Oleh karena itu, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus 

ditujukan pada kualitas substansif seperti terungkap seperti terungkap dalam 

beberapa isu yang muncul atau dituntut masyarakat saat ini. 

 
32Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali 

Press, Jakarta, 1983, hlm. 4-5.  
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 Menurut Barda Nawawi Arief yaitu :33 

a.  Adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM);  

b.  Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar 

sesama;  

c. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan;  

d.  Bersih dari praktik pilih kasih, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan 

mafia peradilan;  

e.  Terwujudnya kekuasaan kehakiman atau penegakan hukum yang merdeka 

dan tegaknya kode etik;  

f.  Adanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa. 

 Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas pembangunan 

dan penegakan hukum. Faktor itu dapat berupa :34 

 “Kualitas individual sumber daya manusia (SDM), Kualitas struktur hukum, 

kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan, dan kualitas kondisi 

lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum 

masyarakat).” 

Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-

pasangan tertentu seperti nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai ketertiban 

bertitik tolak pada keterkaitan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada 

kebebasan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai 

 
33Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 14-15.  
34Ibid, hlm 16. 
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kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur 

kemasyarakatan. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya 

dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk 

berbuat atau tidak berbuat, kewajiban adalah beban atau tugas suatu peranan 

tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur. Dinyatakan oleh Soerjono 

Soekanto yaitu :35 

a.  Peranan yang ideal;  

b.  Peranan yang seharusnya;  

c.  Peranan yang dianggap oleh diri sendiri;  

d.  Peranan yang sebenarnya dilakukan. 

 Dalam proses penanggulangan kejahatan dengan penegakan hukum pidana 

tidak selalu dapat berjalan dengan efektif. Penegakan hukum pidana itu sendiri 

merupakan bagian integral dari penegakan hukum pada umumnya. Gangguan 

terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara 

nilai, kaidah dan pola prilaku. Penegakan hukum juga bukanlah semata 

pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. 

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 

menurut Soerjono Soekanto ialah:36 

 

 
35Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 1-2.  
36Ibid, hlm 7.  
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a.  Hukum (undang-undang);  

b.  Penegak hukum;  

c.  Sarana atau fasilitas yang mendukung;  

d.  Masyarakat;  

e.  Kebudayaan. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA PENUNJANG  

TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN 

 

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN 

Tindak pidana pencurian ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat 

ringan atau tidak berbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa 

pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam 

Buku II Kitab Undng-undang Hukum Pidana yang terdiri dari, penganiayaan 

hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, 

penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. 

Hal inilah yang menjadi keistimewaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Indonesia yang merupakan warisan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hindia 

Belanda.  

Menurut M. Ali Zaidan, kejahatan merupakan fenomena universal dalam 

buku berjudul Crime Policy, yang artinya tidak ada masyarakat tanpa kejahatan.37 

Hal ini sesuai dengan pendapat Robert K. Merton. Manusia adalah makhluk yang 

melanggar aturan setelah dipisahkannya suatu tujuan dari cara pencapaiannya, 

sehingga dalam pengertiannya cara untuk mencapai tujuan tersebut. 

Sekalipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hindia-Belanda didasari 

oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda namun pembagian bentuk 

 
37M. Ali Zaidan, Crime Policy, ray grapha, Jakarta, 2016, Hal 1. 
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kejahatan biasa dan ringan berasal dari Hindia - Belanda sendiri yang kemudian 

diadopsi ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Kejahatan dan 

pelanggaran sendiri memiliki beberapa perbedaan. Pengaturan mengenai kejahatan 

dan pelanggaran diletakkan di tempat yang berbeda dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana. Pada dasarnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdiri atas 

569 pasal yang dibagi dalam tiga buku yaitu:38 Buku I : Ketentuan-ketentuan 

umum pasal-pasal 1-103. Buku II : Kejahatan pasal-pasal 104-448.  

Buku III: Pelanggaran pasal-pasal 449 Sebagaimana kita ketahui bahwa 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hindia-Belanda yang diadopsi ke dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia mengenal tindak pidana ringan 

sedangkan Belanda sendiri tidak mengenal lembaga tersebut. Utrecht dalam 

bukunya “Hukum pidana 1” menggunakan istilah kejahatan enteng sebagai 

padanan kata Lichte misdrijven dalam bahasa Belanda atau kejahatan ringan.  

Berdasarkan pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi 

“perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 butir ke-5 apabila tidak 

dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, 

jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam 

dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama 3 bulan atau pidana denda dua 

ratus lima puluh rupiah”. Dari rumusan ketentuan pidana di atas dapat diketahui 

bahwa, yang dimaksud tindak pidana pencurian ringan itu dapat berupa : 

a. Pidana pencurian dalam bentuk pokok  

 
38E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, (t.k : t.p., t.t.), hlm 80. 
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b. Tindak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – 

sama  

c. Tindak Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke 

tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang 

yang bersalah tidak melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau 

memakai kunci-kunci palsu atau serangan palsu. 

d. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok  

e. Tindak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – 

sama  

f. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat 

kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang 

bersalah tidak melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau 

memakai kunci-kunci palsu atau serangan palsu. 

 

B. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN 

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari 

pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-

unsur lain yang (meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.39 

Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana yang menyatakan ”Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 

 
39Tongat, Hukum Pidana Materiil, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Cet-3, 

2006, hlm  41.  
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363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila 

tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, 

jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari lima puluh rupiah dikenai karena 

pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak 

enam puluh rupiah”. Dari rumusan ketentuan pidana di atas dapat diketahui 

bahwa, yang dimaksud tindak pidana pencurian ringan itu dapat berupa : 

a.  Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok;  

b.  Tindak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 

bersamasama;  

c.  Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat 

kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang 

bersalah tidak melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau 

memakai kunci-kunci palsu atau serangan palsu. 

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah : 

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana); 

2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama 

(Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana); 

3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, 

dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu; 

4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah; 
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5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang  ada rumahnya; dan 

6. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima 

rupiah. 

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian 

apabila terdapat semua unsur tersebut di atas. Dari adanya unsur perbuatan yang 

dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak 

pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, 

yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya 

dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahakan pada suatu 

benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan 

memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya.40  

Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si 

petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari 

perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, 

dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh 

karena itu, untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi 

dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-

perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.41 

 
40Blog Law For Justice, Pengertian Tindak Pidana Pencurian, 

http://kukuhtirtas.blogspot.com/2012/02, pengertian tindak pidana pencurian. html, diakses tanggal 

10 September 2014 pukul 10.58 WIB. 
41Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayu Media, 2003), hlm 7. 

http://kukuhtirtas.blogspot.com/2012/02/
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Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda 

yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi 

objek pencurian. Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri 

sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungakan 

dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam 

diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu 

untuk dijadikan sebagai miliknya. Maksud memiliki melawan hukum atau maksud 

memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak 

melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar 

memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan 

dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum 

dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subujektif. Pada 

dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu 

perbuatan tertentu.42 

 

C. PASAL-PASAL TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN 

Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP)  yang berlaku sekarang ini merupakan hasil adaptasi dari peraturan 

pidana yang berlaku pada masa Hindia-Belanda. Keberlakuan Kitab Undang-

undang Hukum Pidana tersebut kemudian disahkan melalui Undang-undang No.1 

Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Nilai objek perkara pada 

 
42Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hlm 16.  
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pasal-pasal tindak pidana ringan pada masa tersebut hanyalah sebesar Rp. 25,00 

(dua puluh lima rupiah). Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan dua 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang mengatur 

penyesuaian nilai objek perkara tersebut dan uang denda dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana.  

PERPPU No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana mengubah nominal objek perkara dalam pasal-

pasal tindak pidana ringan menjadi Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). 

Pasal-pasal tindak pidana ringan yang dimaksud antara lain Pasal 364, 373, 379, 

384, 407 ayat (1) dan 482 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan 

PERPPU No. 18 Tahun 1960 menyesuaikan nilai denda dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana menjadi 15 kali lipat. Akan tetapi, dalam kurun waktu 

semenjak PERPPU tersebut dikeluarkan hingga pada penghujung tahun 2011, nilai 

objek perkara dalam pasal-pasal tindak pidana ringan tersebut tidak pernah lagi 

diperbaharui. Oleh sebab itu, pasal-pasal yang dimaksud tersebut menjadi tidak 

relevan dan efektif lagi untuk diterapkan. Beberapa kasus yang sempat muncul di 

media massa, seperti kasus pencurian buah kakao, pencurian sandal jepit, dan lain-

lain dianggap kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Terhadap kasus-

kasus tersebut, jaksa lebih cenderung menggunakan pasal pencurian biasa yang 

diatur dalam Pasal 362. Setiap pencurian dengan nilai barang di atas Rp. 250,00 

(dua ratus lima puluh rupiah) dipandang sebagai pencurian biasa. Akan tetapi, 

dalam kasus-kasus tersebut sekalipun nilai barang yang dicuri lebih dari Rp.250,- 
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namun penanganannya terkadang dianggap tidak proporsional dengan 

perbuatannya. 

Tindak pidana ringan yang dibahas disini adalah tindak pidana yang 

berkaitan dengan harta benda. PERMA ini menyesuaikan nilai barang dalam Pasal 

364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu perkara 

yang memenuhi unsur pasal-pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang 

tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditangani 

dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan. 

Dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 02 Tahun 2012 ini diatur bahwa perkara 

dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan 

cepat. Lebih jelas diterangkan bahwa : 

1.  Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, 

penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai 

barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 

diatas; 

2.  Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera 

menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 

205-210 Undang – Undang Hukum Acara Pidana;  
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3.  Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua 

pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. 

Sebagaimana tindak pidana tertulis dalam pasal 1, proses pemeriksaannya 

dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat seperti yang diatur dalam pasal  

205-210 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Itu artinya tindak 

pidana yang terdapat dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 

Tahun 2012 tersebut terhadap pelakunya tidak dilakukan penahanan. 

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2012 juga mengatur tentang 

nominal uang terhadap pemberlakuan pidana denda yang dijelaskan dalam 

pasal 3 yaitu : “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam 

dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana kecuali pasal 303 ayat 1 dan 

2, pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) 

kali”. 

Semisal untuk kejahatan, ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana mengatur maksimumnya pidana denda berkisar antara RP. 900,- sampai 

dengan RP. 150.000,- dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara 

RP. 225,-sampai dengan RP. 75.000,- sedangkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 

pada pasal ini mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda maka 

terhadap setiap pemberlakuan Pidana Denda akan dilipat gandakan menjadi 1000 

(seribu) kali kecuali terhadap tindak pidana dalam pasal-pasal sebagai berikut : 

Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:  
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Diancam dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun atau denda 

paling banyak dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa tanpa mendapat 

izin:  

1.  Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja menawarkan atau memberi 

kesempatan untuk permainan judi, atau sengaja turut campur dalam 

perusahaan untuk bermain judi;  

2.  Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada 

umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada 

atau tidak ada perjanjiannya atau dengan cara apapun untuk memakai 

kesempatan itu;  

3.  Turut bermain judi sebagai pencaharian. 

Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:  

 Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, maka ia 

dapat dipecat dari jabatannya itu. 

Pasal 303 ayat (1) bis :  

 Diancam dengan pidana penjara paling lama empat Tahun atau denda 

sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah:  

1.  Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan 

melanggar peratuan Pasal 303;  

2.  Barang siapa turut main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau 

ditempat yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu. 

Pasal 303 ayat (2) bis:  
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 Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat dua Tahun, sejak 

ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu 

pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara paling lama enam tahun 

atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. 

 Kemudian pada pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 

ditegaskan pula bahwa apabila dalam menangani perkara tindak pidana yang 

didakwa dengan pasal – pasal Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dapat 

dijatuhkan pidana denda Hakim wajib memperhatikan Pasal 3 di atas. Hal ini 

berarti bahwa seluruh hakim di lingkungan peradilan dibawah kekuasaan lembaga 

yudikatif, wajib mematuhi Peraturan Mahkamah Agung ini. Di sisi lain, pihak di 

luar Mahkamah Agung bukan berarti tidak terikat pada Peraturan Mahkamah 

Agung ini. Ketika permasalahan mereka sampai pada lembaga peradilan maka 

mereka ikut terikat pada Peraturan Mahkamah Agung bersangkutan. Terhadap 

penyidik, baik polisi ataupun jaksa, sepanjang perkaranya belum sampai ke 

Pengadilan maka mereka tetap terikat pada Kitab Undang – Undang Hukum 

Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. 

 Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung menimbulkan suatu 

kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna memperlancar penyelenggaraan 

peradilan yang kerap kali terhambat.43 Dalam proses penanganan perkara tindak 

 
43Ronald S.Lumbuun, PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan 

Pemisahan Kekuasaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.3.  
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pidana ringan Peraturan Mahkamah Agung ini digunakan untuk pelengkap 

ketentuan – ketentuan undang – undang yang kurang jelas mengatur tentang suatu 

hal berkaitan dengan hukum acara, sebagai saran penemuan hukum dan sebagai 

sarana penegakan hukum. Dasar hukumnya termaktub dalam pasal 79 Undang – 

undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang – undang No. 4 

tahun 2004 tentang perubahan pertama undang – undang No. 14 tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung jo Undang – undang No. 3 tahun 2009 tentang 

perubahan kedua undang – undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung yang berbunyi: Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal – hal 

yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal – 

hal yang belum cukup diatur dalam undang – undang ini”.44 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
44Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 
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BAB IV 

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  

TANAMAN HIAS MELALUI PENYELESAIAN NONPENAL DI WILAYAH 

HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI 

 

A. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian tanaman hias melalui 

penyelesaian nonpenal di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi 

 

Sekarang ini telah terjadi tindak pidana pencurian tanaman hias, pencurian 

tanaman hias bisa terjadi dimana saja tidak terkecuali di desa sekalipun. Karena 

masyarakat kota jambi menganggap lingkungan di tempat tinggal mereka sudah 

aman dan tentram sehingga hal ini yang menyebabkan ketidakwaspadaan pada 

masyarakat kota Jambi. 

Akibat ketidakwaspadaan tersebut akan mengakibatkan mudahnya seseorang 

melakukan tindak pidana pencurian termasuk pencurian tanaman hias. 

Ketidakwaspadaan yang dilakukan oleh masyarakat kota jambi membiarkan 

tanaman hias mereka di halaman rumah, hal tersebut tentu mengundang pelaku 

melakukan tindak pidana pencurian. 

Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan Pasal 13 

Undang - Undang No. 2/2002 "Menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum, 
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Penegakan Hukum, dan Memberikan Perlindungan, Tempat Tinggal dan 

Pelayanan Kepada Masyarakat."45 

Oleh karena itu untuk meminimalisir tindak pidana pencurian tanaman hias 

di kota Jambi maka Kepolisan resort kota Jambi melakukan berbagai macam 

bentuk upaya penanggulangan. 

Usaha – usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi 

kejahatan (Politik kriminal), sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana 

penal tetapi juga dengan menggunakan sarana nonpenal. 

Aipda Rino Musrizal menambahkan, Dalam hal ini tindak pidana pencurian 

tanaman hias Kepolisian Resort Kota Jambi menggunakan sarana nonpenal 

yaitu dengan Melakukan mediasi.46 

Menurut Barda Nawawi Arif mengatakan : “Jalur nonpenal lebih 

menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/penanggulangan/pengendalian) 

sebelum kejahatan terjadi”.47 

Dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Jambi telah banyak melakukan upaya 

nonpenal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian tanaman hias. 

Menurut Aipda Rino Musrizal, upaya nonpenal yang dilakukan Kepolisian 

Resort Kota Jambi adalah melakukan sosialisasi dengan menggunakan 

 
45Tasaripa, Kasman. “ Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak 

Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian “, Jurnal Ilmu Hukum 

Legal Opinion, 02,Vol. 1 (2013): hlm 4-9. 
46Aipda Rino Musrizal, Sebagai Banit Binpolmas Kepolisian Resort Kota Jambi, 

Wawancara, Tanggal 3 Juni 2021. 
47Barda Nawawi Arif, Op.Cit, halaman 26. 
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media massa untuk cepat tersebarnya sosialisasi tersebut kepada 

masyarakat.48 

Menurut G.P. Hoefnagels “Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh 

dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana 

lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass 

media)”.49 

Dengan demikian sarana nonpenal dengan menggunakan media massa akan 

lebih efektif mempengaruhi pandangan masyarakat kota Jambi mengenai tindak 

pidana pencurian tanaman hias. 

Dengan begitu akan memberi pemahaman terhadap masyarakat kota Jambi 

akan dampak dari meletakkan tanaman hias disembarang tempat. Hal yang 

demikian yang dapat disalahkan adalah si korban itu sendiri atas kelalaian yang 

diperbuatnya. 

Tujuan utama dari usaha – usaha nonpenal adalah memperbaiki kondisi – 

kondisi tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif 

terhadap kejahatan.50 

 

 

 

 
48Aipda Rino Musrizal, Sebagai Banit Binpolmas Kepolisian Resort Kota Jambi, 

Wawancara, Tanggal 3 Juni 2021. 
49Abintoro Prakoso, Op.Cit, halaman 159. 
50Ibid, halaman 161.  
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B. Kendala – kendala yang terjadi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak 

pidana pencurian tanaman hias melalui penyelesaian nonpenal di wilayah hukum 

Kepolisian Resort Kota Jambi 

 

Ketika melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian tanaman 

hias tentunya pihak Kepolisian Resort Kota Jambi mengalami kendala – kendala di 

lapangan. Salah satunya adalah masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat 

Kota Jambi. 

Menurut Aipda Rino Musrizal sebagai Banit Binpolmas, Kepolisian Resort 

Kota Jambi tidak akan mengetahui secara cepat dimana telah terjadi tindak 

pidana pencurian tanaman hias. Oleh karena itu dibutuhkan peran 

masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian tanaman 

hias. 

Akan tetapi, menurut Bripka Dwi sebagai Banit Bintibmas terkadang 

masyarakat kurang peka terhadap tindak pidana yang terjadi di lingkungan 

sekitarnya termasuk tindak pidana pencurian tanaman hias. sifat cuek dan 

tidak peduli dengan yang lainnya sehingga sulit untuk menetapkan dimana 

adanya terjadi tindak pidana pencurian tanaman hias.51 

Aipda Rino Musrizal juga mengatakan kendala yang sering dialami ketika 

melakukan upaya penanggulangan berupa sulitnya menentukan waktu 

 
51Bripka Dwi, Sebagai Banit Bintibmas Kepolisian Resort Kota Jambi, Wawancara, Tanggal 

3 Juni 2021. 
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sosialisasi dengan bertatap muka dengan masyarakat tidak sepenuhnya hadir 

di karenakan pada jam kantor banyak masyarakat yang sedang beraktivitas 

sehingga himbauan yang berikan tidak tersampaikan dengan baik kepada 

masyarakat kota Jambi. Dengan demikian cukup sulit untuk melakukan 

sosialisasi secara langsung kepada masyarakat kota Jambi karena masyarakat 

kota Jambi sebagian besar bekerja di pekantoran, sawah, perkebunan dan 

sebagian lagi bekerja di tambang sehingga cukup sulit untuk mengatur waktu 

mereka jika ingin melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat 

kota Jambi, Sebagian dari mereka juga berpikir lebih baik mencari makan 

daripada membuang waktu untuk menghadiri sosialisasi yang dilakukan oleh 

Kepolisian Resort Kota Jambi karena sudah jelas tugas dari Kepolisian 

Resort Kota Jambi untuk melindungi  dan mengayomi masyarakat kota 

Jambi. 

Oleh karena itu, selain peran Kepolisian Resort Kota Jambi dalam 

melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian tanaman hias, dibutuhkan 

juga peran serta masyarakat kota Jambi untuk melakukan penanggulangan berupa 

memberikan laporan apabila ada disekitar lingkungannya terdapat hal – hal yang 

mencurigakan termasuk adanya tindak pidana pencurian tanaman hias. 

Hal yang demikian dilakukan bertujuan untuk tercapainya kedamaian dalam 

masyarakat kota Jambi karena apabila tidak ada pelaku tindak pidana pencurian 

maka kota Jambi akan aman dari berbagai pelaku kejahatan. 
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Oleh Karena itu, berbagai kendala yang di alami oleh Kepolisian Resort 

Kota Jambi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian 

tanaman hias pihak Kepolisian Resort Kota Jambi selalu memberikan terobosan – 

terobosan baru sehingga sosialisasi yang di sampaikan bisa dapat tersampaikan 

langsung oleh masyarakat kota Jambi terlebih dalam upaya penanggulangan 

pencurian tanaman hias. 
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C. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam menanggulangi 

tindak pidana pencurian tanaman hias melalui penyelesaian nonpenal di wilayah 

hukum Kepolisian Resort Kota Jambi 

 

Dalam setiap kendala tentu dapat diatasi termasuk kendala yang dihadapi 

oleh Kepolisian Resort Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian 

tanaman hias.  

Menurut Aipda Rino Musrizal sebagai Banit Binpolmas, Kepolisian Resort 

Kota Jambi akan selalu bekerjasama dengan masyarakat kota Jambi guna 

untuk mencegah agar tidak meningkatnya tindak pidana pencurian tanaman 

hias di kota Jambi. 

Hal yang demikian sudah seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, 

walaupun kurangnya partisipasi atau peran dari masyarakat kota Jambi, namun 

Kepolisian Resort Kota Jambi terus berusaha dalam melindungi masyarakat kota 

Jambi dari berbagai tindak pidana yang mengancam masyarakat kota Jambi. 

Tidak hanya itu saja, kedepannya akan ditingkatkan sosialisasi dalam 

masyarakat guna masyarakat lebih sadar akan kerugian atau bahaya dari tindak 

pidana pencurian tanaman hias. 

Dengan adanya kesadaran masyarakat kota Jambi akan bahaya dari tindak 

pidana pencurian tanaman hias tersebut maka masyarakat kota Jambi akan lebih 

waspada terhadap setiap orang yang ada disekitarnya. Dengan demikian akan 

dapat meminimalisir tindak pidana pencurian tanaman hias di kota Jambi. 
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Dengan demikian akan terwujud kedamaian di dalam masyarakat karena 

masyarakat tidak lagi diresahkan dengan adanya tindak pidana pencurian tanaman 

hias.  

Terkait dengan waktu untuk melakukan sosialisasi yang nantinya akan 

dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi, maka Kepolisian Resort Kota Jambi 

kedepannya akan melakukan koordinasi dengan ketua RT maupun RW untuk 

mengajak warganya mengahadiri sosialisasi di tempat yang telah ditentukan oleh 

Kepolisian Resort Kota Jambi.  

Kemudian Bripka Dwi sebagai Banit Bintibmas menambahkan bahwa bila 

perlu masyarakat tersebut yang menyediakan tempat untuk Kepolisian 

Resort Kota Jambi melakukan sosialisasi terkait waspada antisipasi dini 

terhadap tindak pidana pencurian tanaman hias. 

Dengan adanya koordinasi antara perangkat desa dengan Kepolisian Resort 

Kota Jambi, tentunya akan dapat terwujud dilakukannya sosialisasi secara 

langsung kepada masyarakat karena perangkat desa di tempat tersebut tentu akan 

mengetahui kapan waktu yang tepat untuk Kepolisian Resort Kota Jambi 

melakukan sosialisasi. 

Apabila telah terwujudnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat 

kota Jambi, maka apabila terjadi di lingkungan sekitar masyarakat Kota Jambi 

tersebut, masyarakat Jambi tidak segan – segan lagi untuk melaporkan tindak 

pidana pencurian tanaman hias yang terjadi di lingkungannya. 
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Selain itu juga, Pihak Kepolisian Resort Kota Jambi akan meningkatkan 

patroli rutin baik siang maupun malam hari guna mencegah terjadinya tindak 

pidana pencurian tanaman hias. 

Patroli didefinisikan sebagai suatu periode pergerakan sistematis dengan 

tujuan tertentu yang dilakukan oleh satu atau beberapa petugas polisi melalui suatu 

wilayah tertentu, yang dilakukan untuk mencapai tujuan keamanan preventif dan 

memberikan kenyamanan bagi masyarakat kota Jambi.  

polisi dapat mengawasi orang dan benda saat berpatroli dan memberikan 

perhatian khusus pada tempat-tempat yang paling membutuhkan bantuan polisi, 

terutama di daerah yang tingkat kriminalitasnya tinggi, maka akan mengurangi 

kemungkinan terjadinya kejahatan.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52Putra, I Nyoman Budi Perdana dan Mertha, I Ketut. “ Penanggulangan Terhadap 

Pencurian Kendaraan Bermotor Di Denpasar (Studi Kasus Polresta Denpasar) “, Jurnal Kertha 

Wicara, 06, No. 04 (2017): hlm 10-16. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil pembahasan dalam menanggapi permasalahan yang 

muncul pada bagian pendahuluan skripsi ini, maka kami sampai pada kesimpulan 

sebagai berikut : 

 

1. Penanggulangan tindak pidana pencurian tanaman hias oleh Kepolisian 

Resort Kota Jambi sekarang ini adalah menggunakan sarana nonpenal 

berupa sosialisasi dengan bertatap muka secara langsung, memberikan 

himbauan dan penyuluhan secara global terhadap masyarakat kota Jambi. 

 

2. Kendala – kendala yang terjadi dalam melakukan penanggulangan tindak 

pidana pencurian tanaman hias oleh Kepolisian Resort Kota Jambi adalah 

rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap apa yang terjadi di 

lingkungan sekitar sehingga sulit menemukan tempat dimana terjadi tindak 

pidana pencurian, sulitnya menentukan waktu untuk melakukan sosialisasi 

dikarenakan masyarakat kota Jambi banyak yang sedang melakukan 

aktivitas. 
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3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala untuk menanggulangi 

tindak pidana pencurian tanaman hias oleh Kepolisian Resort Kota Jambi 

adalah meningkatkan sosialisasi dalam masyarakat, Kepolisian Resort Kota 

Jambi akan berkoordinasi dengan perangkat desa untuk dapat mengatur 

waktu dan tempat agar masyarakat kota Jambi dapat hadir, Kepolisian Resort 

Kota Jambi mempelajari modus – modus apa saja yang di gunakan oleh 

pelaku tindak pidana pencurian tanaman hias dan meningkatkan patroli rutin 

baik siang maupun malam hari. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, kami membuat rekomendasi saran yang 

mungkin bermanfaat bagi kami dan bagi mereka yang membaca skripsi ini pada 

umumnya. Rekomendasi saran kami adalah sebagai berikut : 

 

1. Kepada masyarakat untuk harus segera melaporkan tindak pidana apa saja 

yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya guna untuk melindungi 

masyarakat itu sendiri dari ancaman tindak pidana tersebut termasuk tindak 

pidana pencurian tanaman hias. 

 

2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resort Kota Jambi 

harus meningkatkan pelayanannya secara nonpenal terhadap masyarakat 
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kota Jambi dalam melakukan penanggulangan berbagai tindak pidana 

termasuk tindak pidana pencurian tanaman hias. 

 

3. Kepada korban dari tindak pidana terutama pencurian tanaman hias segera 

melaporkan jika terjadi tindak pidana yang menimpa diri korban agar aparat 

penegak hukum khususnya Kepolisian Resort Kota Jambi dapat segera 

menangkap pelaku tindak pidana tersebut. 
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